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PENETAPAN
Nomor 365/Pdt.P/2017/PA.Tgt

7~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam
perkara isbat nikah yang diajukan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di RT.007 Desa Tanjung Aru
Kecamatan Tanjung harapan Paser, selanjutnya disebut
Pemohon I;

PEMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di RT.007 Desa Tanjung
Aru Kecamatan Tanjung harapan Paser, selanjutnya
disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dimuka

persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat
permohonannya di yang ditanda tangani sendiri bertanggal 27 November
2017 dan telah didaftarkan di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah
Grogot dibawah register nomor 365/Pdt.P/2017/PA.Tgt, tanggal 27
November 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah di Kecamatan
Tanjung Harapan, Kabupaten Tanah Grogot pada tanggal 05 Juni
1976 di hadapan Penghulu bernama Jarin, dengan wali nikah yaitu
Ayah kandung Pemohon Il yang bernama Rayang, dengan mahar
berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi
bernama Magon dan Anju serta banyak orang lain yang hadir;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon |
berstatus Jejaka dan Pemohon Il berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon |
dan Pemohon Il terlarang atau terhalang untuk menikabh;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il membina
rumah tangga di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan,
Kabupaten Paser hingga sekarang dan belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon | dengan
Pemohon Il telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak
pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah,
menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon I,

6. Bahwa Pemohon Il adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;

7. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut tidak
tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan jauh dari
tempat kediaman, sehingga Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki
Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon | dan Pemohon lI;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon | dan Pemohon Il sangat
membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai
bukti pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il untuk keperluan
Mendapatkan buku Nikabh;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini para Pemohon mohon
dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot
Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan kiranya
mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya
menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | PEMOHON I dan
Pemohon 1I PEMOHON Il yang telah di laksanakan di Desa
Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser pada
tanggal 05 Juni 1976;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon | dan

Pemohon Il sesuai dengan ketentuan hukun yang berlaku;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai
kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut,
Majelis Hakim telah memerintahkankan Jurusita Pengganti untuk
mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan
berdasarkan pengumuman Nomor 365/Pdt.P/2017/PA Tgt., tanggal 29
November 2017 ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak
yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon | dan
Pemohon Il telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan telah
memberikan keterangan-keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il tersebut diatas dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk  memperkuat dalil permohonannya,
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan bukti berupa :

Surat :
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Odar, dengan Nomor
64010224060811849, tanggal 12 Desember 2013, fotokopi tersebut
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bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan
aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.);
Saksi :
1. Rahman bin Dunal, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.007, Desa Tanjung Aru,
Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, bawah sumpahnya
memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon I
karena saksi adalah keponakan Pemohon Il;
- Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il beragama Islam;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon
| dan Pemohon Il menikah;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa selama menikah rumah
tangga Pemohon | dan Pemohon Il baik-baik saja dan tidak pernah
bercerai;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan
Pemohon | dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum di
catatkan di KUA;
2. Nurdin bin Entin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.007, Desa Tanjung Aru,
Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, dibawah sumpahnya
memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon I
karena saksi keponakan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri,
menikah pada tanggal 05 Juni 1976 di Desa Tanjung Aru,
Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser;
- Bahwa, saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon | dan

Pemohon II;
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- Bahwa, wali dari Pemohon Il adalah ayah kandungnya
bernama Rayang;

- Bahwa, penghulu yang menikahkan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah Jarin;

- Bahwa, mahar yang diberikan berupa seperangkat alat
sholat;

- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah Magon dan Anju;

- Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
keluarga dan hubungan sesusuan yang menghalangi keduanya
untuk menikah;

- Bahwa, sebelum menikah Pemohon | berstatus jajaka dan
Pemohon Il perawan;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon | dan Pemohon II tinggal
di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten
Paser hingga sekarang;

- Bahwa, selama perkawinan Pemohon | dan Pemohon I
tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan dengan
perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa, pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum di
catatkan di KUA,

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon
membenarkan dan mencukupkan alat buktinya serta memberikan
kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk
berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon |
dan Pemohon Il adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang
mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo
tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon | dan Pemohon
Il telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah
Grogot sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/1V/2006, tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang
keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon | dan Pemohon
Il telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Juni 1976 di Desa Tanjung
Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, telah memenuhi
syarat dan rukunnya, bertujuan ingin pernikahan Pemohon | dan Pemohon
Il mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah
pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau
tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk
pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti
surat bertanda (P.) serta dua orang saksi, dengan demikian dapat
dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang
dikemukakan;

Menimbang, bahwa alat surat bertanda (P.) yang diajukan Pemohon
bermaterai cukup, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis
tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif
Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang

Dikenakan Bea Materai;
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Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.) Adalah akta otentik
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai pembuktiannya
bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan
Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon
tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan
keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas
dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling
bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum
memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan
nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (aULulmls B o5 &s),
sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil
sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan
mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan
sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175,
308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa surat bertanda (P.)
serta keterangan 2 (dua) orang saksi serta pengakuan Pemohon | dan
Pemohon Il serta pengakuan para Pemohon, maka ditemukan fakta
hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il beragama Islam;

- Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri,

menikah pada tanggal 05 Juni 1976 di Desa Tanjung Aru,

Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser;

- Bahwa, wali dari Pemohon Il adalah ayah kandungnya

bernama Rayang;

- Bahwa, penghulu yang menikahkan Pemohon | dan

Pemohon Il adalah Jarin;

- Bahwa, mahar yang diberikan berupa seperangkat alat

sholat;
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- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah Magon dan Anju;

- Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
keluarga dan hubungan sesusuan yang menghalangi keduanya
untuk menikah;

- Bahwa, sebelum menikah Pemohon | berstatus jajaka dan
Pemohon Il perawan;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il tinggal
di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten
Paser hingga sekarang;

- Bahwa, selama perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il
tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan dengan
perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa, pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum di
catatkan di KUA;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-
syarat perkawinan menurut pasal 14 s/d 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon I
diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 ayat (3)
huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon
dan dari keterangan saksi tersebut, terbukti bahwa yang menjadi wali
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah bapak kandung
Pemohon Il yang bernama Rayang, hal ini sesuai dengan Pasal 21
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi di atas, terbukti bahwa
yang menjadi saksi pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah
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dua orang dewasa, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, terbukti bahwa
perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut telah
dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini
sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi di atas,
terbukti antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak terdapat pertalian
nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang
dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon
dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi maka terbukti bahwa selama
perkawinan Para Pemohon sejak tanggal 05 Juni 1976, Pemohon | adalah
satu-satunya suami Pemohon Il dan Pemohon Il satu-satunya isteri dari
Pemohon | dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang
keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il
tersebut, sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon | dengan
Pemohon Il sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon
yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah
pernikahan keduanya Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan
petunjuk dari Kitab I'anah al-Thalibin Juz IV halaman 304 yang diambil
alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi:

aizuo S5 6lol e IS socall (n99g
Joae guraling g 956 Yo alog aug

Artinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang
terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan
dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) Dan
kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami
isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan
keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan
keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan
pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya Ushal Figh

halaman 390 di bawah ini:
ar>9 L agau QM9 a>g,; @il 9,0 o
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Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu
sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan
adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain
(putusnya perkawinan);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut
maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon | dan Pemohon Il telah
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat
halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-
44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon | dan
Pemohon Il yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum
negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah
terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis
Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4)
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Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon | dan Pemohon
Il dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon | dan Pemohon Il ;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku

serta hukum syara’ yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | PEMOHON | dengan
Pemohon I PEMOHON Il yang di laksanakan di Desa Tanjung Aru,
Kecamatan Tanjung Harapan, pada tanggal 05 Juni 1976;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon Il

sejumlah Rp.911.000,- ( sembilan ratus sebelas ribu rupiah );

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal
14 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal
1439 Hijriyah oleh kami, H.Subhan, S.Ag,.S.H. Ketua Majelis, Lugman
Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I masing-masing Hakim Anggota.
Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu
oleh Dra. Nuhare sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon |

dan Pemohon II;

Hakim Anggota Ketua Majelis
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ttd ttd
1. Lugman Hariyadi, S.H. H.Subhan, S.Ag.,S.H.
ttd

2. Gunawan, S.H.l.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nuhare

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan : Rp. 820.000,-
4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5 Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Jumliah : Rp. 911.000,-

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)
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